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PERJALANAN AKSI UTILISASI NIK 2019-2023
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SEBELUM STRANAS (2019)

Hanya 44% DTKS yang sudah divalidasi dengan NIK

Terdapat 9% data dengan NIK Kosong dan 2% NIK tidak
valid (tidak sesuai format)

Pengelolaan data di Kemensos tidak terintegrasi
(terpisah di 3 Direktorat berbeda)

Teridentifikasi penerima bansos ganda bahkan
penerima bansos Non DTKS



Aksi Stranas PK terkait penggunaan NIK untuk ketepatan penyaluran Bansos

DTKS
99 juta

NIK
44%

98%

Kondisi DTKS per Juli 2023

1
Data ganda, 
meninggal, 
tidak padan

65,6 juta

2 Perbaikan 40 juta

3 Usulan
Pemda

13.594.186 Keluarga

4 Tidak layak
oleh Daerah

2.967.838 Keluarga

Sejak 2021, data yang diperbaiki adalah :

DTKS Padan Dukcapil

141.494.282 jiwa

Penerima Bansos
(termasuk PBI)

121.430.309 jiwa

Reformasi Tata Kelola Data di Kemensos

1. Penetapan SK DTKS dari 6 bulan 1 kali 
menjadi 1 bulan 1 kali

2. Mekanisme usul sanggah→
Cekbansos.kemsos.go.id

PEMDA KEMSOS
DTKS

CEK NIK & 
KELAYAKAN

DTKS



HASIL UTILISASI NIK DAN INTEROPERABILITAS DATA ANTAR K/L BERBASIS NIK

Jumlah keuangan negara yang dapat
disalurkan secara lebih tepat sasaran
antara lain:
• Penonaktifan 15,3 juta data  dari

41,5 juta jiwa PBI JKN tahun 2019-
2020 =  375 M/bulan

• Penggunaan DTKS,BPUM dan 
Prakerja sebagai penapis untuk calon
penerima subsidi Upah 2021/2022 = 
2,5 T

• Perbaikan DTKS dan data penerima
bantuan sosial = 523 M/bulan

1 2

Identifikasi penerima bantuan
sosial tidak layak karena: 
• Memiliki pekerjaan sebagai ASN 

(23,8 rb)
• Memilki kepesertaan pada BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai
penerima upah minimum 
Kabupaten (493 rb)

• Terdaftar sebagai
pengurus/pemilik Badan Hukum
(14 rb)



Potensi kerugian
negara dari
pemadanan
kelanjutan BKN, 
BPJSTK, AHU 
140,9 M

Total = 23,8 rb



Total = 493 rb




